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BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 999 /BPRD/TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PEMUNGUT DAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA

Menimbang

Mengingat

DALAM WILAYAH KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

bahwa dalam rangka optimalisasi penagihan Pajak Daerah di
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) di wilayah Kabupaten Landak, perlu melakukan
penagihan secara intensif kepada Wajib Pajak PBB P2 yang
objeknya berada di Desa;

bahwa untuk efisiensi dan efektivitas dalam kelancaran
pelaksanaan penagihan PBB-P2, perlu menunjuk Koordinator
Pemungut dan Petugas Pemungut PBB-P2 di Desa ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Koordinator Pemungut dan
Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Landak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran
Negara Rebublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018

Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);
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Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Landak Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57)
sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor S5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten landak Nomor 86);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR
PEMUNGUT DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN
BANGUAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA DALAM
WILAYAH KABUPATEN LANDAK

Koordinator Pemungut dan Petugas Pemungut Pajak sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan
Bupati ini.

Koordinator Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud Diktum

KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengkoordinir pembagian SPPT PBB-P2 kepada Kepala Dusun
untuk di sampaikan kepada wajib pajak;

b. Menerima hasil pemungutan PBB-P2 dari Petugas Pemungut
pajak PBB-P2 serta merekap pembayaran yang dilakukan wajib
pajak; dan

c. Menyetorkan hasil pemungutan PBB-P2 pada Kas Daerah.

Petugas Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mfelakukan pembagian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak di
wilayah kerja masing-masing petugas pemungut pajak;

b. Mel.akukan penagihan PBB-P2 kepada wajib pajak di wilayah
kerja petugas pemungut pajak; dan

c. Menyerahkan hasil pemungutan PBB-P2 kepada Koordinator
Pemungut Pajak untuk di setorkan pada kas daerah.



KELIMA . Segala biaya vang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Landak, melalui Anggaran Satuan Kerja Badan Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

KEENAM - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2t a—uui 2021
BUPATI LANDAK,
TED

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

—

DARIANUARTISH.
NIP. 19661128 199402 2 001
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KOORDINATOR PEMUNGUT DAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN LANDAK
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